
 

 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 109             

TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                       

PROVINSI SUMATERA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 
Menimbang :  a. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana 

teknis daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera Barat, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 109 Tahun 2017; 

b. dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pelaksanaan 

program kegiatan antara Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Sumatera Barat dengan UPTD Konservasi dan 

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, perlu 

dilakukan perubahan terhadap beberapa tugas pokok dan 

fungsi pada UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan; 

   c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1646);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 128); 

8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; 



9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan  

Provinsi Sumatera Barat; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 109 

TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KELAUTAN 

DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan  

Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2017 Nomor 109), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 24 

(1) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 

Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di 

bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan 

perikanan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat  

(1), UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan 

dan Perikanan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional 

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan 

pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi 

Daerah; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi operasional 

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan 

pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi 

Daerah; 



c. pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam 

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) serta Perairan 

Umum Danau Singkarak;  

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan 

sumberdaya kelautan dan perikanan; 

e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 27 

(1) Seksi Konservasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah 

(KKPD) serta pengembangan konservasi jenis. 

(2) Uraian tugas Seksi Konservasi meliputi : 

a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program/ 

kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan; 

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan Kawasan 

Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan konservasi jenis 

dalam Kawasan Konservasi Daerah; 

c. melakukan penataan dan pengelolaan Kawasan Konservasi 

Perairan Daerah (KKPD) dan konservasi jenis dalam 

Kawasan Konservasi Daerah; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan, pengelolaan dan 

pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) 

dan konservasi jenis; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan 

peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan di sekitar 

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Perairan  

Umum Danau Singkarak; 

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

konservasi; dan 



g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 28 

(1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di Kawasan 

Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan perairan umum 

Danau Singkarak untuk perlindungan ikan dan biota lainnya 

serta illegal fishing dan destructive fishing. 

(2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 

Perikanan meliputi : 

a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program/ 

kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan; 

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, 

prosedur dan kriteria di bidang Kawasan Konservasi 

Perairan Daerah (KKPD); 

c. melaksanakan MCS (Monitoring, Controling dan Survailance) 

dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) serta 

perairan umum Danau Singkarak untuk ikan dan biota 

yang dilindungi serta illegal fishing dan destructive fishing; 

d. melaksanakan penertiban, penegakan hukum dalam 

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) serta perairan 

umum Danau Singkarak untuk ikan dan biota yang 

dilindungi serta illegal fishing dan destructive fishing; 

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi pengawasan 

sumberdaya kelautan dan perikanan;dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

 

Ditetapkan di Padang 

pada tanggal 8 Februari 2019 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

            

             Ttd 

 

IRWAN PRAYITNO 

 Diundangkan di Padang 

 pada tanggal 8 Februari 2019 

 SEKRETARIS DAERAH 

 PROVINSI SUMATERA BARAT, 

                           

                          Ttd 

 

          ALWIS 

 

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3 

 

 
  
 

 
 
 


